PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KERJA KEBERSIHAN DI HALAMAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018

Lampiran

Menimbang :

Mengingat:

: 2 (Dua);

1.

BUPATI YAHUKIMO,

a.bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kebersihan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018,
maka dipandang perlu mengangkat tenaga kerja kebersihan
yang bertugas menjaga kebersihan di halaman kantor
bupati;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf diatas perlu

diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Yahukimo.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-
Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4684 );

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.

10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang
Tunjangan Khusus Propinsi Papua;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja  Penunjang  Operasional Pimpinan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun
2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor
04);

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 );

Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Yahukimo  Tahun 2017 ( Berita Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01 ).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4

MEMUTUSKAN

Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana
tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai tenaga
Kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan di halaman
kantor bupati;

Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas :

1. Membersihkan Lingkungan Halaman Kantor Bupati.

2.

Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU
diberikan upah setiap bulannya;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagi akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten
Yahukimo;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 10 Januari 2018

Untuk salinan yang sah sesuai BUPATI YAHUKIMO,

Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- CAP/TTD

UNDANGAN
ABOCK BUSUP

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005



LAMPIRAN I :

TANGGAL

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR

DAFTAR PEMBAYARAN HONOR TENAGA KEBERSIHAN HALAMAN
KANTOR BUPATI TRIWULAN I (SATU) 2018

NO NAMA JUMLAH/ VOL JUMLAH/ JUMLAH TANDA
BULAN TRIWULAN DITERIMA TANGAN
1 2 3 4 5 6 7

1. | WESSA KOSAY 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
2. | ROBERTH ESEMA 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
3. | MICKHAEL RUMAYAU 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
4. | PETRUS HESELO 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
5. | USMAN SIEP 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
6. | MARTHINUS MAY 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
7. | PICHE WETIPO 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
8. | PITHER ASSO 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
9. | MAIKEL MULAIT 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
10. | AMOS HESELO 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
11. | PAULUS BISAY 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
12. | YEKENUS NEPSAN 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
13. | ONI WAKLA 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
14. | MENDIUS SOO 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
15. | NOP DAPLA 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
16. | ESENA KEROMAN 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
17. | ATIAN SOLL 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
JUMLAH 25.500.000 |17 25.500.000 | 25.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI
YAHUKIMO
NOMOR
TANGGAL
DAFTAR PEMBAYARAN HONOR CLEANING SERVICE
UNTUK TRIWULAN I (SATU) T.A 2018
NO NAMA JUMLAH/ VOL JUMLAH/ JUMLAH TANDA
BULAN TRIWULAN DITERIMA TANGAN
1 2 3 4 5 6 7

1. | YAHYA PAHABOL 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
2. | MARTEN SUHUNIAP 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
3. | MANISON KOBAK 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
4. | MELKIANUS SEKENYAP 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
5. | ANIS ELOPERE 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
6. | DAUD KOBAK 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
7. | IMELDA MIN 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
8. | BENEDIKTA TULU 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
9. | MARIA OKTAFINA LOTU 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
10. | MELIANA HOAR BRIA 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
11. | CORINUS ALENG 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
12. | MARTHENTANGMANET 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
13. | JANUARIA LURUK BRIA 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000
JUMLAH 19.500.000 13 | 19.500.000 | 19.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP




